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BAB I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan
informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang
dilakukan selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan
merupakan wujud pelaksanaan kewajiban melaporkan upaya-upaya yang
telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan anggaran secara
sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

a. Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta
pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
secara periodik.

b. Membantu para pengguna laporan untuk mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset,
kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki
hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada
peraturan perundang-undangan.

d. Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan
penerimaan pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh
pengeluaran yang dialokaskan dan apakah generasi yang akan
datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran
tersebut.

e. Mengevaluasi kinerja, terutama dalam penggunaan sumber daya

ekonomi yang dikelola untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan ini adalah :
a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan

sumber daya keuangan.



b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode
berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi
yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Perdagangan
sebagai entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan
mencukupi kebutuhan kas.

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi
entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya,
baik jangka pendek maupun jangka panjang.

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas
pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai

akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
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BAB II. INFORMASI UMUM ENTITAS PELAPORAN

Gambaran Umum Dinas Perdagangan

Dasar hukum pendirian Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul adalah

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Struktur organisasi pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul sesuai

dengan Peraturan Bupati Bantul nomor 121 tahun 2016 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI

1.
2.

Kepala Dinas
Sekretaris, didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan

. Bidang Pengembangan Perdagangan, didalam menjalankan tugas

dibantu oleh:
3.1 Kepala Seksi Pengembangan Ekspor

3.2 Kepala Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan

. Bidang Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan, didalam

menjalankan tugas dibantu oleh:
4.1 Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan

4.2 Seksi Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok

. Bidang Pengembangan Pasar, didalam menjalankan tugas dibantu

oleh:

5.1 Seksi Promosi dan Kemitraan;
5.2 Seksi Pendapatan

5.3 Seksi Sarana dan Prasarana

. UPTD Metrologi
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Berikut bagan struktur organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

SEKRETARIAT
KELOMPOK ;
JABATAN FUNGSIONAL | :
Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Program,
Kepegawaian Keuangan dan Aset

[ ;
BIDANG PENGEMBANGAN ‘
PERDAGANGAN :

Seksi Pengembangan
Ekspor

Seksi
Promosi dan Kemitraan

Seksi
Pendapatan

Seksi Kelembagaan dan ~ Seksi Distribusi dan Harga
Pendaftaran Perusahaan Barang Kebutuhan Pokok

Seksi
Sarana dan Prasarana

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan
pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas
Perdagangan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;

b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;

c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian,
ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum,
organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi;

d. pengelolaan barang milik daerah;

e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan
Dinas Perdagangan;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas Perdagangan,;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
fungsi Sekretariat; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
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Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

a.
b.

o

—Ta ™

penyusunan rencana kerja Sub bagian;

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan
evaluasi;

penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;

. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan kegiatan

dan anggaran,;

penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan
informasi;

penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan.
penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;

penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub
Bagian; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a.
b.

~®P o0 o

penyusunan rencana kerja Sub bagian;

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan
kepegawaian;

penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;

penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;

penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;

penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata
laksana;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub
Bagian; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan perdagangan.

Bidang Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang;

b. perumusan kebijakan bidang pengembangan ekspor serta kelembagaan
dan pendaftaran perusahaan,;

c. pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan ekspor serta kelembagaan
dan pendaftaran perusahaan,;
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d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan ekspor
serta kelembagaan dan pendaftaran perusahaan;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan ekspor
serta kelembagaan dan pendaftaran perusahaan;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Ekspor menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi ;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan
ekspor;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan
ekspor;

d. pengembangan pasar dan ekspor daerah;

e. peningkatan sumber daya manusia, kelembagaan dan promosi dagang
dalam negeri dan luar negeri;

f. penyebaran informasi perdagangan internasional;

g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang
pengembangan ekspor;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan ekspor;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Terkait Dengan
Tugas Dan Fungsinya

Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan menyelenggarakan fungsi

a. penyusunan rencana kerja Seksi ;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan
pendaftaran perusahaan;

C. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan
pendaftaran perusahaan;

d. pelaksanaan urusan pendaftaran usaha, memberikan informasi dan
menyajikan Buku Daftar Perusahaan;

e. pelaksanaan rekomendasi pelayanan perijinan di bidang perdagangan;

f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang
kelembagaan dan pendaftaran perusahaan; dan

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kelembagaan dan
pendaftaran perusahaan;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas
dan fungsinya.

BIDANG SARANA PRASARANA DAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN
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Bidang Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang sarana

prasarana dan distribusi perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sarana Prasarana dan Distribusi

Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

penyusunan rencana kerja Bidang;
perumusan kebijakan bidang sarana dan prasarana perdagangan serta

distribusi dan harga barang kebutuhan pokok;

. pelaksanaan kebijakan bidang sarana dan prasarana perdagangan serta

distribusi dan harga barang kebutuhan pokok;

. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sarana dan prasarana

perdagangan serta distribusi dan harga barang kebutuhan pokok;

. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang sarana dan prasarana

perdagangan serta distribusi dan harga barang kebutuhan pokok;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

a.
b.

penyusunan rencana kerja Seksi ;
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sarana dan

prasarana perdagangan;

. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang sarana dan

prasarana perdagangan;

. pelaksanaan monitoring dan pengawasan Barang Dalam Keadaan

Terbungkus (BDKT);

. pelaksanaan pembinaan perlindungan konsumen;

pelaksanaan penyuluhan dan pengawasan kemetrologian;

. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sarana

dan prasarana perdagangan;
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang sarana dan prasarana

perdagangan

. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas

dan fungsinya.
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Seksi Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok menyelenggarakan

fungsi :

a.
b.

penyusunan rencana kerja Seksi ;
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang distribusi dan harga

barang kebutuhan pokok;

. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang distribusi dan

harga barang kebutuhan pokok;
. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang
distribusi dan harga barang kebutuhan pokok; dan
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang distribusi dan harga
barang kebutuhan pokok
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas

dan fungsinya.

BIDANG PENGEMBANGAN PASAR
Bidang Pengembangan Pasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan pasar.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Pasar

menyelenggarakan fungsi :

a.
b.

penyusunan rencana kerja Bidang;
perumusan kebijakan bidang promosi dan kemitraan, pendapatan serta

sarana dan prasarana;

. pelaksanaan kebijakan bidang promosi dan kemitraan, pendapatan serta

sarana dan prasarana;

. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang promosi dan kemitraan,

pendapatan serta sarana dan prasarana;

. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang promosi dan kemitraan,

pendapatan serta sarana dan prasarana;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Seksi Promosi dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
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. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang promosi dan kemitraan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang promosi dan kemitraan;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang

promosi dan kemitraan;

. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang promosi dan

kemitraan;
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas

dan fungsinya

Seksi Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

a.

b
C.
d

penyusunan rencana kerja Seksi ;

. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pendapatan;

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pendapatan;

. pelaksanaan perencanaan teknis dan menyelenggarakan pungutan dan

penagihan retribusi pasar daerah,;

. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran pendapatan yang berasal dari

retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang

pendapatan;

. pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pendapatan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Seksi Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

a.

b
C.
d

penyusunan rencana kerja Seksi ;

penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang sarana dan prasarana;
penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sarana dan prasarana;
pelaksanaan perencanaan teknis dan pemeliharaan, pengendalian aset
dan kekayaan pasar;

penyusunan rencana pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan
perawatan sarana dan prasarana pasar daerah;

pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pasar daerah;
pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar daerah;
penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang

sarana dan prasarana;
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i. pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang sarana dan
prasarana;

j-  pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas

dan fungsinya.

UPTD Metrologi
UPTD Metrologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di

bidang pelayanan tera/tera ulang alat -alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya, ketatausahaan UPTD Metrologi serta pelayanan
kemetrologian legal lainnya
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BAB III. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM
PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Ekonomi Makro
Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti

pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di OPD Dinas
Perdagangan Kabupaten Bantul, mencakup aspek kebijakan di bidang
penerimaan/pendapatan dan kebijakan pengeluaran.

Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah menggali
potensi penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah,
Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang

sah.

Sedangkan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan
pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar
masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran

lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2018, SKPD Dinas
Perdagangan Kabupaten Bantul mempunyai 10 program dalam 3 Bidang
dan 1 UPTD, masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan
yang mengikutinya.

Program-program APBD OPD Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang
dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

5 Program Perlindungan Konsumen dan Pegamanan
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Perdagangan
6 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
7 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
8 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
9 Program Pemberdayaan Pedagang
10 Program Penataan Pasar Rakyat

Pengakuan Pendapatan dan Belanja

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
Tahun 2018 berdasarkan Basis Akuntansi Kas Menuju Akrual (Cash Towards
Accrual) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Basis Akuntansi Kas Menuju
Akrual merupakan basis akuntansi dimana basis kas digunakan untuk
pengakuan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi
Anggaran dan Basis Akrual digunakan untuk pengakuan aset dan entitas
dalam neraca.Pendapatan diakui setelah penerimaan uang disetor dan
masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Belanja diakui setelah uang
dikeluarkan secara definitif dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau telah

dipertanggungjawabkan.

Pengakuan Aset
Aset diakui pada saat diterima dan/atau hak kepemilikan berpindah. Dengan

demikian selama tahun berjalan terdapat perbedaan waktu pengakuan aset

namun pada akhir periode akuntansi akan diperoleh saldo aset yang sama.

Pengakuan Kewajiban
Kewajiban diakui pada saat pinjaman diterima atau kewajiban timbul.

Kewajiban yang disajikan di neraca mencakup utang yang berasal dari
pinjaman, utang biaya, seperti biaya yang masih harus dibayar, dan utang
PFK.

Penilaian Aset
Aset dinilai berdasarkan harga perolehan. Ketentuan ini berlaku untuk

transaksi yang terjadi setelah penyusunan neraca awal (neraca yang pertama
kali disusun). Sedangkan untuk aset yag sudah dimiliki pada saat
penyusunan neraca pertama kali (neraca awal) dinilai berdasarkan nilai
wajar pada tanggal penyusunan neraca tersebut dan berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2012.
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BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Laporan Realisasi menggambarkan perbandingan antara daftar

(DPPA) 2018 dengan
realisasinya, yang mencakup pendapatan dan belanja selama periode 1
Januari — 31 Desember 2018.

No

isian

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Uraian Anggaran (Rp.)

1 | Pendapatan 3.247.494.000,00

2 | Belanja Tidak Langsung 10.599.895.915,00

3 | Belanja Langsung 20.951.726.341,00

Surplus/(Defisit) (28.277.128.256,00)

SKPD Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul memperoleh Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018 secara keseluruhan

seperti pada Tabel berikut.

Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

No Uraian Anggaran Rp Realisasi Rp %
1 2 3 4 5=(4/3x100)
1 | Pendapatan
Pendapatan Asli 0 0
Daerah
- Pendapatan
Retribusi Daerah 2.951.725.000,00 3.476.075.940,00 117,76
- Lain-lain
Pendapatan Asli
Daerah yang 322.769.000,00 397.918.000,00 123,28
Sah
2 | Belanja
Belanja Operasi 18.450.565.627,00 17.549.611.046,98 95,12
Belanja Modal 13.101.056.629,00 | 12.448.999.380,16 95,02
Surplus/(Defisit) | (28.277.128.256,00) | (26.124.616.487,14) 92,39
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Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut :

Pendapatan Daerah
Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.

3.873.993.940,00 atau melebihi dari anggaran sebesar Rp.
3.274.494.000,00 yang merupakan Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-
lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Belanja Daerah
Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.
29.998.610.427,14.

Program, Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Anggaran

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa,Peralatan,dan Perlengkapan

Perkantoran

Alokasi Anggaran : Rp 490.309.372,-

Realisasi Anggaran : Rp 474.884.107,- (96,854%)
Tingkat Capaian

- Pembayaran Honor Pengelola Keuangan dan Barang
312 ob

- Jumlah Alat Tulis Kantor 25 Jenis

- Jumlah Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Batteray
Kering) 15 Jenis

- Jumlah Perangko Materai Dan Benda Pos 1.700 Lembar

- Jumlah Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 30
jenis

- Pembayaran Telepon 12 Bulan

- Jumlah Surat Kabar/Majalah 1.080 Eksemplar

- Jumlah Barang Cetakan 26 Jenis

- Jumlah Penggadaan 110.840 Lembar

- Jumlah Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 13.000
oh
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- Jumlah penyediaan tas 110 Unit
2. Kegiatan Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Alokasi Anggaran : Rp 1.045.029.778,-
Realisasi Anggaran : Rp 1012.748.955 (96,911%)
Tingkat Capaian

- Jumlah Makan Minum Rapat 969 orang

- Jumlah peserta Makan Dan Minum Pelaksanaan
Kegiatan 3.247 orang

- Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 210 op

- Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah 210 op

- Jumlah peserta sosialisasi terkait Perdagangan 150

orang

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp 4.358.030.612,-
Realisasi Anggaran : Rp 4.041.154.565,- (92,729%)
Tingkat Capaian

- Pembayaran Honorarium Pegawai Kontrak

3.607.200.000, 2.160 Ob

- Pembayaran Sewa Tanah/Lahan Untuk Pasar 12 Pasar

b) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan Pengadaan / Rehabilitas Kendaraan

Dinas/Operasional

Alokasi Anggaran : Rp 57.875.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 53.585.000,- (92,587%)
Tingkat Capaian

- Pengadaan kendaraan bermotor roda tiga ,Jumlah 2

Unit, Jumlah Pengadaan 2 Unit

2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan

Alokasi Anggaran : Rp 576.590.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 569.048.900 (98.692%)
Tingkat Capaian
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- Jumlah penyediaan perlengkapan kantor, gerobak
sampah,pompa air, rak arsip AC, Kulkas, kipas angin
,dispenser, speaker, , sound system , 95 unit

- Jumlah penyediaan peralatan kantor ( komputwer dan
kelengkapannya, laptop, printer, handycam, kamera,
GPS, CCTV) 23 unit

- Jumlah penyediaan display barang, 1 unit

3. Kegiatan Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Kantor
Dinas/Operasional

Alokasi Anggaran : Rp 275.875.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 256.183.150 (92,862%)
Tingkat Capaian

- Jumlah Gedung kantor terpelihara 1 unit

- Jumlah ruang rapat/ ruang kerja yang di rehab 1 paket

4. Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Alokasi Anggaran : Rp 352.250.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 338.952.308,- (96.225%)
Tingkat Capaian

- Jumlah kendaraan dinas terpelihara 38 unit
- Tersedianya Bahan Bakar Minyak /Gas Dan Pelumas

operasional 21.547 Liter

5. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan

Alokasi Anggaran : Rp 45.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 44.757.400 (99.461%)
Tingkat Capaian

- Jumlah peralatan, mesin dan perlengkapan kantor

terpelihara 45 unit

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek Dan

Peningkatan Kapasitas Aparatur
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Alokasi Anggaran : Rp 93.485.000,-

Realisasi Anggaran : Rp 91.837.500,- (98.238%)
Tingkat Capaian
- Jumlah PNS Untuk Peningkatan Kualitas Aparatur 95
Orang

d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan

1. Penyusunan Sistem Manajemen Mutu

Alokasi Anggaran : Rp 126.550.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 124.596.500,- (98.456%)
Tingkat Capaian

- Jumlah pendampingan Implementasi SMM, 8 kali
2. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan,

Barang, Kepegawaian Dan Ketatausahaan

Alokasi Anggaran : Rp 78.750.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 75.496.000,- (95.868 %)
Tingkat Capaian :

- Jumlah Dokumen Perencanaan / Evaluasi yang di
hasilkan 12 Dokumen
- Jumlah Peserta FGD Perencanaan 60 orang

- Jumlah FGD Monev 30 orang

e) Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

1. Kegiatan Pelayanan Kemetrologian Daerah

Alokasi Anggaran : Rp 2.408.427.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 2.073.074.605,- (78,84%)
Tingkat Capaian

- Terlaksananya Operasional UPT Metrologi 12 bulan

- Jumlah Peserta Sosialisasi Kemetrologian 240 Orang

- Jumlah Penyediaan alat standar pelayanan
kemetrologian 1 paket

- Jumlah gedung UPT yang terpelihara 1 Unit

Jumlah penyediaan Alat standar kemetrologian (DAK)
343 unit.
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Permasalahan

Permasalahan pada pengadaan peralatan kemetrologian. Proses
lelang telah selesai dilaksanakan dan pihak penyedia sebagai
pemenang lelang telah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan
dan dokumen kontrak telah disepakati. Namun sampai batas waktu
yang ditentukan, pihak penyedia tidak bisa menyediakan barang
sesuai dengan kontrak.

Solusi

Memilih penyedia yang benar-benar bisa menyediakan peralatan
metrologi sesuai dengan yang dibutuhkan

f) Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor

1. Kegiatan Pengembangan Ekspor dengan instansi terkait/

Asosiasi/Pengusaha

Alokasi Anggaran : Rp 285.755.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 274.583.950,- (96,091%)
Tingkat Capaian :

Jumlah Kajian peraturan perijinan usaha perdagangan 1
dokumen

Jumlah  peserta sosialisasi ijin usaha bidang
perdagangan 120 orang

Jumlah peserta monev ijin usaha bidang perdagangan 30
orang

Jumlah Publikasi lewat media cetak dan elektronik 12 kali
Jumlah pelaksanaan publikasi melalui sosial media 1
paket

2. Pengembangan Pasar Dan Ekspor Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 1.545.404.950
Realisasi Anggaran : Rp. 1.509.166.350 (97,655%)
Tingkat Capaian

Jumlah Pameran produk yang di fasilitasi/diikuti 8 kali
Jumlah Peserta Pelatihan MPLN, Kemasan serta
Pelatihan Pemasaran Dan Distribusi perdagangan 120

orang
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g) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1.

Kegiatan Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi

Barang/Produk

Alokasi Anggaran : Rp 247.175.000,-

Realisasi Anggaran : Rp 243.564.650 (98,539%)
Tingkat Capaian

- Terlaksananya Operasi Pasar Murni (OPM) barang
kebutuhan strategis 3 kali

- Jumlah kajian pemetaan toko modern dan pasar
tradisional ; jumlah kajian pemetaan agen LPG dan
Gudang Kebutuhan Pokok Strategis; Jumlah pemetaan
jalur distribusi bahan pokok strategis 3 dokumen

- ameran produk yang di fasilitasi/diikuti 8 kali

Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Gudang Dengan Sistem

Resi Gudang

Alokasi Anggaran : Rp 83.025.000,-

Realisasi Anggaran : Rp 81.867.000,- (98.605 %)
Tingkat Capaian

- Jumlah Peserta Sosialisasi SRG 150 orang
- Jumlah penyediaan baliho SRG 1 unit

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perdagangan

Alokasi Anggaran : Rp 89.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 82.610.000 (92.820%)
Tingkat Capaian

- Jumlah peserta sosialisasi terkait pelayanan
perdagangan 120 orag
- Terlaksananya pengendalian dan pengawasan di bidang

perdagangan 9 jenis pengawasan

h) Program Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan

1.

Kegiatan Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima

dan asongan
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Alokasi Anggaran : Rp 750.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 699.186.351,- (93,225 %)
Tingkat Capaian

- Jumlah tempat kuliner (PIK) 1 Lokasi

Kegiatan Pemberdayan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan

Alokasi Anggaran : Rp 1.025.875.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 993.299.199,- (96,825 )
Tingkat Capaian

- Jumlah peserta sosialisasi rencana relokasi pedagang
pantai depok 100 orang

- Jumlah Kajian Penataan PKL 1 Dokumen

- Jumlah lokasi terpadu Pedagang kaki lima dan asongan
2 lokasi

- Jumlah penyediaan tenda Tenda bagi PKL 50 Unit

i) Program Pemberdayaan Pedagang

1.

Kegiatan Peningkatan SDM, Kelembagaan Dan Promosi Pasar

Alokasi Anggaran : Rp 906.700.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 889.399.500,- (98.092%)
Tingkat Capaian

- Jumlah peserta pendampingan APPSI; Jml Pelatihan
Pedagang Pasar ; Jumlah peserta saresehan pedagang
pasar; Jumlah peserta grebeg pasar 1.702 orang

- Jumlah Promosi Pasar yang terlaksana 10 kali

- Jumlah Peresmian Pasar yang terlaksana 1 kali

- Jumlah pengadaan Baliho 6 Unit

j) Program Penataan Pasar Rakyat

1.

Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat
Alokasi Anggaran : Rp 3.853.031.629,-
Realisasi Anggaran : Rp 3.768.470.431,- (97.805%)
Tingkat Capaian

- Jumlah DED pembangunan pasar 1 dokumen

- Jumlah pasar yang di bangun/rehab (besar) 1 pasar
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- Jumlah pasar yang di rehab ( kecil) 23 pasar
- Jumlah gudang pasar yang terbangun 1 unit

- Terbangunnya mushola pasar Dlingo 1 unit

- Terbangunnya tambatan hewan 1 paket

- Terbangunnya MCK pasar Barongan 1 paket

2. Kegiatan Pengembangan Pasar Rakyat ber SNI
Alokasi Anggaran : Rp 11.500.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 10.625.000,- (92.396 %)
Tingkat Capaian
- Jumlah pendampingan pengembangan Pasar Rakyat
12 bulan

3. Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat

Alokasi Anggaran : Rp 5.735.449.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 5.586.175.300,- (97.397 %)
Tingkat Capaian

- Jumlah pasar yang di bangun/ direhab (DAK) 5 pasar

4. Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Pasar

Alokasi Anggaran : Rp 157.570.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 155.767.900,- (98.856 %)
Tingkat Capaian

- Jumlah Evaluasi Dana bergulir; Evaluasi pendapatan;
Evaluasi intensifikasi pengelolaan MCK 36 kali

- Jumlah Kajian pendataan potensi pasar 1 dokumen
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BAB IV. POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban,
dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal

pelaporan sebelumnya.

Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik
oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak
termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan
kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak

kepemilikan berpindah.

Data aset pada Dinas Perdagangan 2018 seperti pada tabel.

u ASET NILAI ASET (RP)

1 Tanah 32.622.227.570
2 Peralatan dan Mesin 10.778.707.714,18
3 Gedung dan Bangunan 210.843.101.674,34
4 Jalan, irigasi, dan jaringan 115.474.900
5 Aset tetap lainnya 9.284.833

Jumlah 254.368.796.691.52

Tabel 2. Rincian Data Aset Tahun 2018
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Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain
karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga
keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban
pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada
pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai
konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-
undangan.

Jumlah Kewajiban

pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,- yang

merupakan kewajiban jangka pendek.

Ekuitas Dana
Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara

aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana
Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih
antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi

mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Ringkasan Neraca Tahun Anggaran 2018 dibandingkan dengan Neraca
Tahun 2017 dapat disajikan sepeti pada Tabel sebagai berikut.
Tabel 3. Ringkasan Neraca Tahun Anggaran 2017 dan 2018

Jumlah (dalam Jumlah (dalam
Uraian rupiah) rupiah)
31-Des-17 31-Des-18
Aset
Aset lancar 3.060.450.464,00 3.0646.577.490,00
Aset tetap 188.150.330.656,00 | 214.956.952.481.27
Aset lainnya 135.580.750,00 219.234.750,00
Jumlah aset 191.346.361.870,00 | 218.161.197.871.27
Kewajiban
Kewajiban jangka pendek 435.847,00 0,-
Ekuitas dana
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Ekuitas dana

191.345.926.023,93

218.161.197.871,27

Jumlah kewajiban
dan ekuitas dana

191.346.361.870,00

218.161.197.871.27
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